BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Alih Fungsi Lahan
PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Menjadi Pemukiman Penduduk di
Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barata dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Alih fungsi lahan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) di Kecamatan Garut
Kota Kabupaten Garut terjadi karena adanya:
a. Hubungan sewa menyewa atas tanah aset PT.Kereta Api Indonesia
(Persero) dengan masyarakat di Kecamatan Garut Kota.

Masyarakat yang mendiami tanah PT.Kereta Api Indonesia (Persero)
untuk dijadikan permukiman melakukan sewa-menyewa dengan pihak
PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pihak yang mempunyai
kewenangan atas tanah pemerintah yang dijadikan sebagai sarana
transportasi perkeretaapian di Indonesia.

b. Penggunaan tanah tanpa izin oleh masyarakat.

Adanya penggunaan tanah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) tanpa
seizin dari pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dikarenakan
adanyanya masayakata yang melakukan transaksi jual beli dengan
penghuni sebelumnya, adanya masyarakat yang tidak mempunyai KTP

dan adanya masyarakat yang tidak perduli dengan aturan sewa-menyewa.
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2. Upaya PT.Kereta Kereta Api Indonesia Terkait Reaktivasi Jalur Cibatu-
Cikajang antara lain:
a. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan sosialisasi di
media elektronik maupun cetak.

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pihak yang mempunyai
wewenang untuk menyelenggarakan perekeretaapian di Indonesia
tentunnya mempunyai langkah-langkah untuk membangun dan
mengaktifkan kembali jalur-jalur kereta api Indonesia. Jalur kereta api
yang melintasi Kecamatan Garut Kota merupakan jalur yang sudah lama
tidak beroperasi dan akan diaktifkan kembali, maka PT.Kereta Api
Indonesia (Persero) sebelum mengaktifkan kembali jalur di Kecamatan
Garut Kota maka pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan
beberapa langkah salah satu langkah tersebut adalah dengan melakukan
sosialisasi terlebih dahulu, langkah ini dilakukan pihak PT.Kereta Api
Indonesia (Persero) untuk menghindari konflik dengan masyarakat yang
menggunakan jalur tersebut untuk permukiman.

b. Melakukan inventarisasi terhadap aset yang dimiliki PT.Kereta Api
Indonesia (Persero) di Kecamtan Garut Kota.

Tanah aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di
Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut termasuk salah satu aset yang
akan dipergunakan kembali untuk penunjang perkeretaapian yang
menyambungkan jalur Cibatu-Cikajang. PT.Kereta Api Indonesia

(Persero) selaku pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan
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reaktivasi jalur Cibatu-Cikajang telah melakukan upaya inventarisasi atau
melakukan pendataan kembali aset yang dikuasai oleh masyarakat di
Kecamatan Garut Kota. Adapaun cara dari PT.Kereta Api Indonesia

(Persero) menginventarisir kembali aset perusahaannya

. Pembatasan masa perjanjian sewa.

Dalam perjanjian sewa menyewa antara pihak PT.Kereta Api
Indonesia (persero) dengan masyarakat bahwa dalam klausul perjanjian
sewa terdapat perjanjian sewa tanah tersebut berlaku hanya satu tahun dan
dapat diperpanjang kembali. Klausul tesebut dibuat oleh pihakn PT.Kereta
Api Indonesia (persero) untuk memudahkan proses bila dikemudian hari
tanah tersebut akan digunakan kembali olen PT,Kereta Api Indonesia

(persero).

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1.

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) harus menindak tegas masyarakat yang
menggunakan tanpa melalui sewa atau tanpa seizin pihak PT.Kereta Api
Indonesia (Persero), yaitu berupa tindakan pengusiran.

. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) hendaknya bisa menjaga dengan baik
seluruh aset yang pada saat ini sudah tidak digunakan untuk sarana

penunjang perkeretaapian untuk menghindari penguasaan dari pihak lain.



3. Bagi masyarakat yang menggunakan tanah pemerintah baik tanah PT.Kereta
Api Indonesia (Persero) maupun tanah instansi lainnya hendaknya
mengikuti aturan yang berlaku demi terciptanya tertib administrasi yang
memungkinkan tidak terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak

pemerintah.
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